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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Momor ; 503379 0PMPTSP/SPOVINGZ023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang : a, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Momor 36 Tehun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penulupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa
Pendiran Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajlb memperoleh izin
Pemerntah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Salu Pinlw Kabupaten Banggai tentang lzin
Operasional Pendidkan Dasar.

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Repubfik Indonesia Momor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daarah Tingkat [l di Sulawesi Tengah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomer 74, Tambahan Lembaran
Megara Repubiik Indonesia Momor 1822);
2. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Maslonal (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Repubdik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
A4438);

4. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 244,
Tambahan Lembaran Megara Republk Indonesia Momor 55BT)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipla Keda (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomar 245, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor B573);

o 5. Pergiuran Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unssan
* Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemenntah Daerah Provinsi dan

Femerintah Daerah Kabupaten/Mota (Lembaran MNegara Republik

L Indonesia Tahun 2007 Momor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik

] Indonesia Momor 4737);

e 6. Peraluran Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Petayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Persturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Megara Republik Indonesia
Tahun 2014 Momor 607);

B. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daersh (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858
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8. Peraturan Daerah Kabupsten Banggal Memer 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Banggai Tahun 2042-2032
{Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Momor 12, Tambakan
Lembaran Deerah kabupaten Banggal Nomor 89);

10, Peraturan Bupati Banggai Momor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Non Perizinan kepada Hepala Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan
Terpadu Salu Pintu Kabupaten Banggai {Berita Daerah Kabupatan
Banggal Tahun 2021 Nomor 2538),

Memperhatikan : Rekomendasi Dines Paendidkan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
Momoer: B25/421,1/DIKBUD Tanggal 10 Maret 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADL SATU PINTU  KABUPATEN  BANGGAI  TENTANG
IZIN OPERASIDNAL SATUAM PENDIDIKAN DASAR SMP  [SLAM
INTEGRAL HIDAYATULLAH 1 DESA TIRTA KENCAMA KECAMATAN

TCI
KEESATU . Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada :

1. Mama Lembaga : SMP ISLAM INTEGRAL HIDAYATULLAH

2. Jenis Pendidikan : Saexolah Menengah Pertama

3. Alamal i Megara Mo, 02 Desa Tita Kencana

Kecamatan Toll

4. Penanggungjawab : KEPALA SEKOLAH

£. Yayasarn/Penyelenggara: Yayesan Pondok Pesaniren Hidayatullah
KEDLA : Pemeagang lzin Walil ;

1. Menyelanggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga
dapat mermenubi fungsi sosislnya terhadap masyarakat

2. Manfaati Peralwran Perundangan yang beraku atau yang ditenfukan
kamudian;

3. Mangirimkan laporan bukanan i tiwulan dengan ketentuan menurut modal
yang dileniukan,

4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA © Keputusan ini mulsi berdaky selama 3 {liga) tshun sejak fanggal ditetapkan

sampal dengan 27 Maret 2026 dengan keteniuan apabila dikemudian hari
terdapat  kekelinman dalam penefapanmya akan diubah dan  diperbaiki

sabagaimana mestinya,

Ditetapkan di  Luwuk
Pada tanggal 21 Maret 2023
CERALA DIMNAS PENAMAMAN MODAL DAN

SECATANAN TERPADL SATU PINTU
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